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INTISARI

Dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan, juga
berpengaruh terhadap pola penggunaan dan persediaan tanah, khususnya pada daerah
perkotaan. Demikian halnya dengan Desa Bantul yang merupakan pintu gerbang Kota
Bantul mengalami banyak perkembangan, khususnya peningkatan penggunaan tanah,
baik itu untuk sarana perdagangan, perkantoran dan perumahan. Khusus pada lokasi
perumahan masih adanya tatanan kapling perumahan yang tidak teratur dan belum
tersedianya sarana jalan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga membuat lokasi
permukiman kelihatan kumuh dan tidak teratur. Disamping itu pemilikan hak atas
tanah masih banyak yang berupa letter C, girik, petuk dan tanda bukti hak lainnya
yang belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum pemilikan dan penguasaan
hak atas tanah. Disamping itu pemerintah juga mengalami kendala-kendala,
khususnya padapenyediaan tanah untuk pembangunan, misalnya untuk sarana jalan
dan fasilitas umum, dikarenakan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh
pemerintah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul telah melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan yang
pada akhirnya berupaya untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan. Dengan
demikian penulis akhirnya tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : " Studi
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Bantul, Kecamatan Bantul,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mendukung Terwujudnya
Catur Tertib Pertanahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai, yaitu penelitian
yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat
pengumpul datayang pokok. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptip dan
dengan menggunakan tabel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini
adalah sebanyak20 responden dari 100 populasi.

Dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang dilakukan di Desa
Bantul cukup berhasil, hal itu terlihat dari adanya penambahan luas jalan, telah
disertipikatkannya seluruh bidang tanah, telah diserahkannya seluruh sertipikat hak
atas tanah kepada peserta, pembangunan kapling-kapling baru juga telah
dilaksanakan, harga tanah juga mengalami kenaikan, dan tidak ada sengketa tanah
yang terjadi. Dengan keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut
turutjuga mendukung terwujudnyacatur tertib pertanahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah selalu berangkat dari sumberdaya yang

tersedia di wilayah tersebut. Tanah merupakan salah satu sumber daya

yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, untuk itu tanah harus

digunakan seoptimal mungkin untuk kegiatan pembangunan.

Semakin pesatnya kegiatan pembangunan dan meningkatnya jumlah

penduduk, menyebabkan pengadaan tanah sering menimbulkan

permasalahan dan kerawanan. Tanah menjadi sumber daya yang sangat

mahal, sementara persediaan tanah adalah terbatas, terutama pada kawasan

perkotaan ataupun pada kawasan yang diperkirakan akan berkembang

menjadi kawasan perkotaan.

"Bagi daerah-daerah yang masih kosong atau tidak padat
penduduknya, permasalahan-permasalahan pengadaan tanah
tidak begitu berat apabila dibandingkan daerah-daerah yang
padat penduduknya/ daerah perkotaan, akan tetapi dengan
semakin terbatasnya persediaan Iahan/ tanah, maka masalah
pertanahan dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan".
( Lokakarya Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan, Tanggal
12-13 Desember 1990 di Semarang, 1990 :103)

Disamping itu, pengadaan sarana transportasi dan fasilitas umum

lainnya cenderung terabaikan. Pengadaan sarana transportasi yang kurang

baik menyebabkan rendahnya mobilitas masyarakat setempat. Adakalanya



suatu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduknya yang padat tidak

memiliki sarana jalan yang cukup dan memadai. Dan keterbatasan jalan itu

menyebabkan terisosalisinya suatu wilayah sehingga kurang memacu

kegiatan pembangunan pada daerah tersebut.

Terabaikannya penyediaan sarana transportasi dan fasilitas umum

tersebut cenderung terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam

penyediaan tanah dan kurang tersedianya anggaran dana. Pemerintah

sering tidak mampu untuk menyediakan tanah untuk penyediaan sarana

jalan dan fasilitas umum, dan kalaupun tanahnya tersedia pastilah dengan

harga yang cukup tinggi, dan dilain pihak pemerintah, baik itu pemerintah

pusat ataupun pemerintah daerah tidak memiliki anggaran dana yang

cukup untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah.

Dengan keterbatasan pemerintah, khususnya dibidang pembiayaan

pelaksanaan pembangunan sering menyebabkan masyarakat memiliki

imsiatip sendiri untuk membangun daerahnya dengan tidak

mengindahakan masalah-masalah penataan bentuk bidang tanah yang

teratur dan indah, juga tidak mengindahkan masalah-masalah kesehatan

dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada kawasan yang berkembang menjadi daerah perkotaan sering

kita jumpai adanya tanah-tanah kosong tanpa digunakan sesuai dengan
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akhirnya dibiarkan begitu saja. Adanya para spekulan tanah yang

cenderung memanfaataan situasi untuk mencari keuntungan sendiri.

Namun adakalanya keterbatasan dana para pengembang yang tidak

memiliki cukup modal untuk melanjutkan kegiatan pembangunannya.

Perkembangan suatu wilayah juga sering menyebabkan

penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak tertib dan teratur. Sering kita

dengar adanya sengketa batas dan pemilikan tanah antar warga masyarakat

yang masing-masing pihak merasa bahwa merekalah yang lebih berhak

atas bidang tanah tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti pemilikan dan

penguasaan yang benar dan sah, sementara tanda bukti hak yang benar dan

sah itu baru akan diberikan setelah tanah tersebut didaftar dan kepadanay

diberikan sertipikat hak atas tanah.

Demikian halnya pada Desa Bantul, masih banyak tanah-tanah

yang belum didaftar dan memiliki tanda bukti yang sah. Kebanyakan tanda

bukti kepemilikan tanah hanyalah berupa letter C, girik dan petuk yang

dalam hukum tanah nasional tidak diakui sebagai tanda bukti hak yang

benar dan sah dan belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan

demikian warga masyarakat tidak dapat dengan mudah membuktikan

bahwa dirinyalah yang berhak atas suatu bidang tanah.

Tanda kepemilikan tanah yang seperti letter C, girik dan petuk

dikemudian hari sering menimbulkan sengketa kepemilikan seiring dengan



"Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan
rumah susun dan hak-hak Iain yang terdaptar, agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak
yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya

diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya"

Untuk menangani berbagai bentuk permasalahan dibidang

pertanahan, pemerintah dalam kebijakan pertanahannya telah

mengeluarkan peraturan yang bertujuan mewujudkan adanya tertib hukum

hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan

tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Adapun

keempat tertib pertanahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur TertibPertanahan.

Selain Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur

Tertib Pertanahan, dalam mengatasi berbagai kendala dibidang pertanahan

pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dibidang pertanahana dengan

model konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah dianggap mempu membantu

pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

penanganan berbagai kendala dibidang pertanahan. Menurut Nad Darga

Talkulputra, 1997:8 pada lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah

Dalam Pembangunan Perkotaan,:

"Peranan konsolidasi tanah dalam pembangunan wilayah
selama ini mulai dirasakan manfaatnya. Secara umum
konsolidasi tanah tahap demi tahap telah mampu menerapkan
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah walau dalam skala kecil.
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menyediakan tanah untuk kepentingan umum, sarana jalan,
saluran sanitasi dan Iain-lain".

Dengan dilaksanakannya konsolidasi tanah perkotaan diberbagai

daerah telah ikut membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan, seperti

yang dikemukakan oleh Nad Darga Talkulputra, 1997:12, pada lokakarya

Penggunaan Konsolidasi Tanah Dalam Pembangunan Perkotaan, sebagai

berikut:

" Dibeberapa tempat konsolidasi tanah ini telah mampu
menunjang kebijaksanaan pemerintah daerah/ kota untuk
membangun jalan, seperti jalan Iintas kebandara Supadyo di
Pontianak Kalimantan Barat, menunjang pembangunan
prasarana dan sarana perkotaan seperti di Painan Sumatera
Barat, Renon di Denpasar, Simpong dan hanga-hanga di
Sulawesi Tengah, serta menunjang pembangunan pusat
perdangan di Pandansari, Kotamadya Balikpapan dan tanah
Grogot, Kaputen Pasir Kalimantan Timur".

Demikian halnya dengan Desa Bantul yang merupakan pintu

gerbang kota Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana

dinamika pembangunan sangat cepat terjadi. Perkembangan wilayah

permukiman pada Desa Bantul tumbuh dan berkembang seiring

pertambahan penduduk. Sementara luas tanah adalah tetap, sehmgga

memerlukan penataan dengan baik sehmgga tercipta penggunaan tanah

yang seoptimal mungkin dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

hidup dan menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan



Perkotaan di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mendukung Terwujudnya

Catur Tertib Pertanahan.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah

Perkotaan di Desa Bantul , Kecamatan Bantul, Kabupaten

Bantul Propinsi Yogyakarta ?

2. Apakah pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut

turut mendukung terwujudnya pelaksanaan Catur Tertib

Pertanahan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di desa Bantul,

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan

* J— /"»„.*.,.- Trt^U r>a.-r-frt«-lrtlAO



2. Kegunaanpenelitian

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan Konsolidasi

Tanah Perkotaan, khususnya pada Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diambil kebijaksanaan

ataupun langkah-langkah untuk mendukung terwujudnya Catur

Tertib Pertanahan, khususnya pada Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran ataupun

data-data pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan bagi

pihak-pihak yangmemerlukannya.

c.



BAB VI

KESTMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Bantul,

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta cukup berhasil, hal itu dilihat dari :

a. Telah diadakannya Pembentukan badan jalan/ penambahan luas jalan.

b. Telah disertipikatkannya seluruh bidang tanah.

c. Telah diserahkannya seluruh sertipikat hak atas tanah kepada peseta

konsolidasi tanah perkotaan.

d. Telah adanya pembangunan pada tanah kapling baru untuk perumahan.

e. Telahterjadi kenaikan harga tanah.

f. Telah dilakukannya pemasangan tanda batas tanah oleh masyarakat

pemilik tanahyangberbatasan.

g. Tidak ada sengketa tanah yang timbul.

2. Bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut turut mendukung

terwujudnya catur tertib pertanahan, meliputi catur :

1. Tertib Hukum Pertanahan.

2. Tertib Administrasi Pertanahan.



3. Tertib Penggunaan Tanah.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

B. SARAN

Dalam hal penggunaan tanah kapling untuk perumahan agar segera

digunakan, dengan demikian penggunaan tanah kapling benar-benar untuk

pemukiman segera terwujud. Untuk itu perlu kiranya Pemerintah Daerah

setempat memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mencari tanah

sebagai lokasi permukiman/ tempat tinggal, untuk mengarahkan mencari lokasi

tanah di Dusun Bantul Warung yang menjadi lokasi konsolidasi tanah

perkotaan.

Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan yang sedianya akan dijual, agar

segera direalisasikan secepatya guna membiayai pengaspalan badan jalan, dan

agar segera dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
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